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ABSTRAK 

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pelaksanaan pilkada pada 
tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya, hal itu disebabkan karena Indonesia 
sedang menghadapi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 persoalan Pilkada tidak 
sekedar persoalan pemungutan suara, namun terdiri dari beberapa rangkaian mulai 
dari pendaftaran calon, verifikasi data lapangan, hingga kampanye yang 
berpotensi menimbulkan kerumunan, dilatari hal tersebut pemerintah membentuk  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah di Masa Pandemi, namun sayangnya aturan tersebut menuai pro kontra 
ditengah masyarakat, sebagian menilai terdapat kontradiktif konstitusional antara 
melindungi hak atas kesehatan warga negara dan keberlangsungan demokrasi. 
Artinya, dalam kajian akademik, hal tersebut merupakan bentuk distorsi terhadap 
tujuan hukum itu sediri jika ditinjau dengan hukum Islam yaitu maqāṣid al-

syarī‟ah.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, apa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada di masa 
pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebijakan 
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan 
digunakan secara integratif, yaitu diskursus-konseptual, statute approach, serta 
pendekatan kasus, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena dalam 
penelitian ini  termasuk jenis penelitian pustaka atau library research, teknik 
pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah 
berbagai buku dan sumber tertulis lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor politik adalah hal yang 
mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada di masa 
pandemi Covid-19, hal ini berdasarkan pasal 201A UU Nomor 6 Tahun 2020  
bahwa keputusan dilaksanakannya pilkada ini merupakan kebijakan hukum 
terbuka (open legal policy), yang memungkinkan adanya penundaan Pilkada 
lanjutan apabila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda, artinya dapat 
dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR.   

Berdasarkan tinjauan hukum Islam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di 
masa pandemi Covid-19 sangat kontradiktif dengan urgensi maṣlaḥah ḍarūriyyah 
sebab mengancam jiwa, hal itu juga didukung oleh data nasional penyebaran 
Covid-19 yang membuktikan penyebaran semakin meluas dari pelaksanaan 
pilkada tersebut. Sangat sulit untuk mengadakan pemilihan Kepala Daerah tanpa 
mengancam jiwa manusia masuk dalam kategori maqāṣid al-khāmsah,  jaminan 
keselamatan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak 
hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Dalam Islam, mudharat 
harus dihilangkan sebagaimana prinsip atau tujuan pokok syari‟at (maqāṣid al-

syarī‟ah). 

Kata Kunci: Pilkada, Pandemi Covid-19, Open Legal Policy, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

There are significant differences between the implementation of the regional 
elections (Pilkada) in 2020 and previous years, why? because Indonesia is facing 
the Covid-19 pandemic. In 2020 the issue of Pilkada is not just a matter of voting, 
but consists of several problems such as from candidate registration, field data 
verification and campaigns that may have the potential to cause crowds. Against 
this background, the government made law number 6 of 2020 which reaps pros 
and cons in the middle of society regarding the implementation of Regional Head 
elections during a pandemic, some consider that there was constitutional 
contradictions between protected the right to citizen health and the sustainability 
of democracy. That is, in academic studies is a form of distortion of the purpose of 
Islamic law, namely maqāṣid al-syarī'ah. 

 
The formulation of this research problem is first, what are the factors that 

influence the formation of Law Number 6 of 2020 on regional elections during the 
Covid-19 pandemic. Second, How is Islamic law respond the policy for the 
implementation of regional head elections during the Covid-19 pandemic. This 
research uses juridical-normative method with integrative approach, namely 
discourse-conceptual, statute approach and case approach, the nature of this 
research is descriptive-analytical, because in this research including the type of 
library research, data collection techniques by reading, studying, understanding 
and reviewing various books and other written sources. 

The results of this study show that political factors are things that affect the 
formation of Law Number 6 of 2020 on regional elections during the Covid-19 
pandemic, this is based on Pasal 201a of Law Number 6 of 2020 that the decision 
to implement this election is an open legal policy, which allows for postponement 
of further elections if the Covid-19 pandemic condition has not subsided, meaning 
that it can be done based on the agreement of the KPU, government and DPR. 

Based on the review of Islamic law, the implementation of regional head 
elections during the Covid-19 pandemic is very contradictory to the urgency of 
maṣlaḥah ḍarūriyyah because it is life-threatening, it is also supported by national 
data on the spread of Covid-19 which proves the widespread spread of the conduct 
of the elections. It is very difficult to hold local elections without threatening 
human life which part of maqāṣid al-khāmsah category, the guarantee of the 
salvation of life (ḥifẓ an-nafs) itself is a guarantee of salvation of the honorable 
and noble right to life for every human being. In Islam, mudharat must be 
eliminated as the principal principle or purpose of shari'a (maqāṣid al-syarī'ah). 

Keyword: Pilkada, Pandemic of Covid-19, Open Legal Policy, Hukum Islam. 
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MOTTO 

ىِ يِ حِ انرِ ٍِِ ًحِ انرِ ِالل ِِىِ سِ ب ِ  

ِ  ٌ هِٱإ  ِِللّ  دُّوا  ِتؤُه ِأهٌ تِ ٱيهأۡيُرُكُىۡ ُهَٰ هيهَٰ ِِلۡۡ هٍ ِبهيۡ تىُ ًۡ كه إ ذهاِحه اِوه ِأههۡه هه ٰٓ ِٱإ نهىَٰ ىا ِِنُ اس  ًُ ِتهحۡكُ أهٌ

ِِنۡعهدۡل ِ ٱب ِ  ٌ هِٱإ  ظُكُىِب هِ ِللّ  اِيهع   ً ِِٰۦِٓ َ ع   ٌ هِٱإ  يرٗاِِللّ  اِبهص  يعهَۢ  ً ِسه هٌ ٨٥ِِكها

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (QS. An-Nisa: 58). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 Septemper 1987. 

 

I. Konsonan tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā B Be ب

 Tā T Te ت

 Ṡā’ Ṡ Es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Hā‟ Ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet titik di atas ذ

 Rā‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز



 

 

x 
 

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص

 Dād Ḍ De titik di bawah ض

 Tā Ṭ Te titik di bawah ط

 Zā‟ Ẓ Zet titik di bawah ظ

 Ayn ... „... Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā‟ F Ef ؼ

 Qāf Q Qi ؽ

 Kāf K Ka ؾ

 Lām L El ؿ

 Mīm M Em ـ

 Nūn N En ف

 Waw W We ك
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 Hā‟ H Ha ق

 Hamzah ...‟... Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penelitian Arab dilambangkan 

dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu.  

Contoh:  مُتػَعَقِدَيْن ditulis  muta‟aqqidain 

  ditulis   „iddah  عِدَّة 

III.  Ta’ Marbutah di akhir kata 

Transliterasi untuk Ta‟ marbutah ada dua macam yaitu  
a. Bila dimatikan, ditulis h: 

Contoh:  هبة   ditulis  hibah 

   ditulis  jizyah  جزية

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya).  

 
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh:   اللهنعمة   ditulis   ni‟matullah 

  ditulis  zakatul-fitri  زكاة الفطر

 
IV.  Vokal Pendek 

ِ هَ (fathah) ditulis a contoh  َضَرَب   ditulis   daraba  

ِ  َ (kasroh) ditulis i contoh  َفَهِم         ditulis   fahima  
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ِ َُ (dammah) ditulis u contoh  َكُتِب    ditulis   kutiba  

V. Vokal Panjang 

a. Fathah + alif,        ditulis   ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah           جاهلية

b. Fathah + alif maqṣūr ditulis   ā (garis di atas) 

 ditulis   yas‟ā   يسعي 

c. Kasrah + ya mati   ditulis   ī (garis di atas) 

 ditulis    majīd               مجيد

d. Dammah + waw mati ditulis   ū (dengan garis di atas) 

  ditulis    furūd    فركض

      

VI. Vokal Rangkap 

a. Fathah + yā mati  ditulis  ai 

 ditulis  bainakum       بينكم

b. Fathah + waw mati  ditulis au 

 ditulis  qaul       قوؿ

 
VII.  Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan apostrof 

 ditulis   a‟antum   اانتم

 ditulis   u‟iddat   اعدت

 ditulis              la‟in syakartum             لئن شكرتم

 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qurān  القراف

 ditulis   al-Qiyās  القياس

 
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
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 ditulis   ar-Risā‟lah  الرسالة

  ‟ditulis   as-Nisaā  النساء
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis   Ahl al-Ra‟yi  أهمِانرأي 

 ditulis   Ahl as-Sunnah  أهمِانسُة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menyelenggarakan pemilu selama wabah virus corona bukanlah hal yang 

mudah terlebih harus dituntut agar tetap sejalan dengan standar demokrasi. 

Apabila proses-proses pemilu normal seperti mengumpulkan banyak orang tetap 

dilakukan maka akan membuka peluang penyebaran virus. Selain problem 

tersebut, imbas pelaksanaan pilkada di masa pandemi adalah potensi 

berkurangnya partisipasi masyarakat akibat tingkat kekhawatiran yang tinggi 

terhadap penyebaran virus. Disamping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu yang 

bahkan sering terjadi di masa normal, berpeluang tinggi terjadi pada masa 

pandemi, hal itu dikarenakan keterbatasan yang dihadapi oleh pihak 

penyelenggara dan pihak pengawas karena kurang optimalnya keterlibatan publik 

yang kritis.  

Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi 

demokrasi, Artinya, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang 

sesuai sebagaimana di Negara lain yang menunda pemilihan umumnya karena 

wabah Covid-19. Indonesia belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan 

umum di tengah pandemi sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak 

untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai 

demokrasi di dalam pemilu.1 

                                                           
1 Aryo Wasito dan Prayudi, “Antisipasi DemokrasiqPilkadaqSerentakaTahun 2020”, Jurnal 

KajianhSingkatyTerhadaphIsujAktualqdanqStrategis,bVolumegXII, Nomorh12/Puslit/Juni (2020),qhlm. 
26. 
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Pemerintah, DPR-RI dan KPU berhadapan dengan dua persoalan, yaitu 

selain penanganan pandemi namun juga tetap harus mampu mewujudkam pemilu 

yang demokratis. Pemilu dapat disebut demokratis apabila kedaulatan pemilih 

diutamakan dengan mempertimbangkan kejujuran, keadilan, kebebasan dan 

rahasia. Adapun pembahasan keadilan merupakan salah satu hak peserta pemilu, 

jika dikaitkan dengan persoalan masa pandemi, setiap kebijakan dan kondisi 

daerah yang beragam (dari 270 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 

Kota yang melaksanakan Pilkada 2020) memberi implikasi terhadap praktik 

pelaksanaannya, maka hal ini tidak baik apabila hak kesehatan dikorbankan atas 

nama demokrasi. Pilkada di masa pandemi bukan sekedar dihadapkan oleh 

persoalan pemungutan suara, namun terdiri dari beberapa problematik mulai dari 

pendaftaran calon, verifikasi data lapangan serta kampanye yang berpotensi 

menimbulkan kerumunan masa.  

Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk 

menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 9 desember 2020 di tengah 

pandemi Covid-19. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 

dan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Dolly Kurnia Agung, di samping proses 

penanggulangan wabah Covid-19, proses demokrasi harus tetap berjalan dengan 

segala konsekuensi karena ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi secara 

pesimis.2 Sebagian pihak menilai, Pilkada serentak membuka potensi terjadinya 

penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat, didasari hal tersebut 

perlu adanya penundaan hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan 

                                                           
2 “Mendagri Tito Karnavian Cek Pilkada 2020, ini Pujian Komisi II“ 

https:///nasionalj.tempoj.coj.cdn.iamprojecti.org//v/s/j.nasionalj.tempoi.co./ampi/1361007i/mendagrii-
titoi-karnaviani-cekipilkadai2020-iini-ipujian-ikomisii-iii?amp-js-v= Akses 18 Oktober 2020. 

https://nasional.tempo.co.cdn.amproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1361007/mendagri-tito-karnavian-cek%20pilkada%202020-ini-pujian-komisi-ii?amp-js-v
https://nasional.tempo.co.cdn.amproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1361007/mendagri-tito-karnavian-cek%20pilkada%202020-ini-pujian-komisi-ii?amp-js-v
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dilakukan Pilkada serentak. Namun disisi lain, terdapat pendapat yang 

menyatakan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan demi mendapatkan 

pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi demi maksimal. 

Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada pemerintah RI agar Pilkada 

ditunda dengan mempertimbangkan kondisi saat itu masih darurat penanganan 

pandemi Covid-19, permintaan itu salah satunya datang dari PBNU. Hal ini 

disampaikan lantaran NU menilai pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 

tingkat darurat. Ketua umum PBNU pada saat itu Said Aqil Siroj pada saat itu 

mengatakan dengan adanya pandemi Covid-19 prioritas utama kebijakan negara 

dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan,  

oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta 

supaya anggaran Pilkada dialokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan 

penguatan jaring pengaman sosial. Selain NU, Pimpinan Pusat (PP) 

Muhammadiyah juga meminta pelaksaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi 

Covid-19 ditunda, sekretaris Umum PP Muhammdiyah Abdul Mu‟ti menjelaskan, 

usul penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa 

pandemi.3  

Kebijkan tetap dilaksanakannya Pilkada pada 9 Desember tahun 2020 lalu 

dinaungi oleh Undang-undang Nomer 6 Tahun 2020, sayangnya kebijakan 

tersebut dinilai kontradiktif dengan tujuan nilai hukum itu sendiri, sebagai negara 

yang berdasarkan atas hukum (rechtsaat) dan bukan atas dasar kekuasaan 

                                                           
3 Retia Kartika Dewi “Pro dan Kontra Menaggapi Pilkada di Tengah Pandemi” 

http://.www..kompas..com../treni/tred/2020i/09i/24\/0729005665/ialasani-ipro-ikontra-ipilkada-

iserentak-idi-itengah-ipandemi-icovid-i19?page=1,iAkses 19jOktoberg2020. 

http://.www.kompas.com/tren/tred/2020/09/24/0729005665/alasan-pro-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=1
http://.www.kompas.com/tren/tred/2020/09/24/0729005665/alasan-pro-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=1
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(machstaat), Indonesia harus menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai 

tujuan negara yang sudah dicita-citakan.  

Indonesia menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia dalam 

konstitusinya, sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang mana 

merupakan staatfundamentanorm, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) 

mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.4  

Sehingga teori politik hukum sangat penting untuk menjawab persoalan  ini, 

seperti yang didefinisikan oleh para ahli termasuk Mahfud MD, memberikan 

penjelasan bahwa politik hukum adalah legal garis atau garis (kebijakan) resmi 

tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun 

dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.5  

Selai itu, sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, penting 

melihat dan memahami bagaimana cara pandang atau konsep-konsep penyelesaian 

suatu permasalahan hukum dari sudut pandang hukum Islam itu sendiri. Secara 

prinsip, hukum Islam merupakan isntrumen untuk menata kehidupan manusia 

agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengendalikan 

dunia dengan kebenaran, keadilan, kebaikan serta menerangkan standar-standar 

metode penalaran yang harus dilalui oleh akal manusia. Maksud syara‟ dapat 

                                                           
4 Pembukaan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke 

Empat.  
5 Moh Mahfud  MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 

hlm. 1.  
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dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kehidupan manusia yang egaliter, 

berkeadilan serta terpenuhinya kepentingan hidup manusia yang beradasarkan 

pada nilai-nilai al-Qur‟an dan sunnah, dengan dasar itu kajian fiqh siyȃsah penting 

untuk menjawab persoalan diatas, mengingat ruang lingkupnya membahas tentang 

hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan 

kesejahteraan. 

Konsep-konsep kemaslahatan yang dimaksud di atas pada hakikatnya 

adalah tujuan dari konsep maqāṣid al-syarī‟ah yakni mendatangkan manfaat dan 

menolak kemudharatan. Imam Abu Ishaq al-Syatibi, tokoh yang dikukuhkan 

sebagi pendiri ilmu maqāṣid al-syarī‟ah menyatakan bahwa Allah sebagai syari‟ 

memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan 

hidup di dunia dan akhirat.6 Begitupun juga pemikirannya Syekh Izuddin bin 

Abdussalam, menurutnya setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan maslahat 

dan menghindari masfsadat (jalbu al-mashalih wa daf‟u al-mafasid). Maqāṣid al-

syarī‟ah  Sebagai tujuan syariat seharusnya menduduki posisi penting sebagai 

ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, 

memahami hukum yang benar haruslah melalui pemahaman maqāṣid al-syarī‟ah 

yang baik. Sehingga menjadi sangat penting mengkaji perihal Pemilihan Kepala 

Daerah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap tujuan hukum perspektif  Hukum 

Islam. 

 

 

                                                           
6 Holilur Rohman, Maqhasid al-Syariah, (Malang; Setara Press, 2019), hlm. 81. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menyusun beberapa 

rumusan masalah yang membatasi fokus kajian yang akan dibahas.   

1. Apa Faktor yang  mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan pelaksanaan 

pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Mengikuti rumusan yang ada pada fokus penelitian yang tersebut, penelitian 

ini memiliki tujuan sebagaimana berikut: 

1. Menganalisis Faktor yang  mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi 

Covid-19. 

2. Menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan 

terkait hukum ketatanegaraan islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

penyusun tentang pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi 

perspektif Hukum Islam. 



7 

 

 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi 

komparatif ataupun lanjutan bagi semu apihak yang mendalami 

lebih jauh mengenai obyek pembahasan. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi 

siapa saja yang ingin memahami mengenai obyek pembahasan. 

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih 

khusus kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu 

Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara (siyȃsah) dalam upaya 

memberi pengetahuan terkait Pemilihan Kepala Daerah di Masa 

Pandemi Covid-19  perspektif Hukum Islam. 

b. Hasil penelitian ini mampu dijadikan salah satu bahan kajian 

akademik bagi peneliti yang akan datang mengenai pemilihan 

Kepala Daerah di masa pandemi perspektif Hukum Islam. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan membuka wawasan baru 

mengenai isu-isu kontemporer hukum tata negara islam. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini, ada beberapa penelitian yang 

ditemukan atau tulisan yang membahas tentang pemilihan Kepala Daerah di masa 

pandemi, secara khusus yang membahas tentang pemilihan Kepala Daerah di 

masa pandemi perspektif hukum Islam belum ada yang membahas. Untuk 

mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk 
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melakukan review terhadap beberapa literatur yang ada kaitanya atau relevan 

terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini. 

Pada bagian ini penulis menyajikan berbagai penelitian yang mempunyai 

keterkaitan dan keterikatan dengan penelitian yang sudah pernah diteliti 

sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulis, sebagai berikut: 

Pertama, jurnal yang berjudul “ Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada 

Serentak Tahun 2020,”7
 yang ditulis oleh Aryo Wasito dan Prayudi pada tahun 

2020. dalam penelitian ini mengkaji solusi strategis dalam persoalan anggaran 

melalui perbandingan terhadap praktik pemilu di Korea Selatan. Penelitian ini 

memberikan solusi bagaimana Pilkada di masa pandemi bisa berjalan sesuai 

harapan, dengan masukan bahwa DPR RI perlu mendorong independensi pihak 

penyelenggara, di mana pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan kewenangan 

petugas di lapangan, dukungan insfrastruktur digital pemilu, dan otonomi 

partispasi warga adalah hal yang bersifat sangat mendasar. Selain potensi 

penyebaran virus,  implikasi demokratis seperti pelanggaran dan malpraktik dalam 

Pilkada Serentak 2020 harus diantasipasi oleh seluruh elemen. Sehubungan itu 

ada prakondisi atas beberapa pemetaan impilkasi yang dapat muncul terhadap 

penyelengaaraannya di lapangan. Pertama, relevansinya dengan substansi pemilu 

demokratis terbaik adalah dengan melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan 

sekaligus otonom kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. Kedua 

                                                           
7 Aryo Wasito dan Prayudi, “Antisipasi DemokrasirPilkadahSerentakjTahunj2020”, Jurnal 

KajiahSingkatjTerhadapjIsuhAktualjdangStrategis,kVolumegXII, Nomorh12/Puslit  (Juni 2020i), hlm. 
26. 
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adalah penegakan hukum pilkada yang benar-benar mematuhi aspek keadilan dan 

transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 

Kedua, jurnal yang berjudul “Kebijakan Penyeyelenggaraan Pilkada 

(Menghadapi Pilkada 2020 di Tengah Covid 19 dan New Normal),”8
 yang ditulis 

oleh Wahyu Wiji Utomo pada tahun 2020. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif  dengan analisis deskriptif untuk melihat berbagai aspek yang ada 

mengenai fenomena dan problematika pelaksaan Pilkada yang akan diadakan. 

Rencana pemerintah yang akan melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid 

19 dan New Normal tentunya menjadi diskursus tersendiri yang perlu 

diperdebatkan, karena akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat secara 

langsung maupun tidak langsung, dan pastinya masyarakat akan tidak siap, baik 

secara mental maupun sosial. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, mulai dari 

adanya protokol kesehatan yang perlu diterapkan ketika Pilkada, bahkan sampai 

penundaan jadwal Pilkada. Namun demikian apapun kebijakan yang diambil tentu 

perlu adanya pemahaman mendalam yang perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak 

terjadi distrust di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Diperlukan regulasi 

dari lembaga yang berkopeten (kementerian kesehatan dan/atau gugus tugas 

penanggulangan pandemi Covisd 19) dan penyelenggara Pilkada tentang 

protokoler kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak ditengah 

pandemi Covid 19 pada era  New Normal. Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi 

ini harus menjamin keselamatan, karena meyangkut hajat hidup orang banyak 

yang mesti mengdepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak.  

                                                           
8

iWahyujWijijUtomo,g “Kebijakang PenyelenggaraangPilkadab (Menghadapih Pilkadag 2020 
DitengahgCovidg19gdangNewpNormal,”hJurnal ALHARAKAH, Volumej03,hNumberg01g(Januari-
Juni 2020i),.ihlm. 31.  
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Ketiga, jurnal yang berjudul “ Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum di 

Tahun 2020,”9
 yang ditulis oleh Andrian Habibi di tahun 2020. Penelitian ini 

ditulis guna ingin menjawab persoalan pemilihan umum di tengah pandemi Covid 

19, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa perlu kesepakatan politik sekurang-

kurangnya antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tri Patrit 

Penyelenggara Pemilu, lembaga peradilan yang berhubungan dengan Pilkada, 

penggiat dan pengamatan pemilihan, serta penguasa jagat media sosial yang maha 

benar. kesepakatan politik yang dianggap sama-sama memastikan demokrasi lokal 

berjalan dengan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa serta benar. Baik untuk 

semua dengan cara yang benar. Akan tetapi, kesepakatan politik harus 

mendahulukan keinginan dalam menyelamatkan demokrasi lokal. Maksudnya, 

kesepakatan politik tidak boleh melanggar apa yang dilarang. oleh karena itu, 

kesepakatan politik dari aktor-aktor politik membutuhkan jiwa negarawan sejati. 

Jiwa pancasilais yang mendahulukan kepentingan pemilihan demokratis. sebuah 

mimpi yang sulit tercapai, bahkan dalam kondisi biasa-biasa saja. 

Keempat, jurnal yang berjudul “Diskursus Hukum: Alternatif Pola 

Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19,”10 yang ditulis 

oleh Richard Kennedy dan Bonaventura Suhendarto di tahun 2020. Dalam 

penelitian ini hendak memberikan alternatif pola pengisian jabatan Kepala Daerah 

di masa pandemi Covid-19 cukup vital. Ada 3 usulan pola yang diajukan, yaitu 

penunjukkan Penjabat sementara atau Pelaksana Tugas. Pilkada tidak langsung, 

                                                           
9
jAndriangHabibi,g“Upaya Menyelamtkan PemilihangUmumgDibTahung2020,”gJurnal 

AdalahgBuletinhHukum dangKeadilan,” Volume 4,hNo .4, No 1(2020), hlm. 167. 
10 Richardj Kennedyj danj Suherdarto ”kDiskursusj Hukum:kAlternatifgPolagPengisiangJabatan 

Kepalaj Daerahk di Masa jPandemi jCovid-19,”kJurnalhPembangunangHukumgIndonesia, Volume i2, 
Nomor 2,h(2020), hlm. 188. 



11 

 

 

dan Pilkada menggunakan sistem elektronik. Ketiga pola alternatif ini memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan disertai argumentasi yuridis 

dan logis yang kuat. Namun sepertinya. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 

Tahun 2020 lebih bekeinginan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung secara 

Konvensional, penelitian Richard ini ingin mencoba mendiskursuskan hukum 

untuk menjamin pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi  Covid-19 dengan 

memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.  

Kelima, penelitian yang berjudul “Menimbang Kembali Wacana Pilkada 

Elekrtonik di Tengah Pandemi Covid-19,” yang ditulis oleh Muhammad Aulia Y 

Guziah di tahun 2020.11 Penulis merupakan peneliti bidang hukum The 

Indonesian Institute Center For Public Policy Research, penelitian mengkaji 

kebijakan dengan menggunakan normatif perundang-perundangan (statute 

approach), dengan metode pengumpulan data mallei studi pustaka (library 

research) yang berhubungan dengan pemilihan umum dan penyelenggaraan 

sistem elektronik, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa 

arsip-arsip, dokumentasi dan data resmi instansi pemerintahan terkait undang-

undang dan makalah penelitian terkait dengan objek penelitian. Adapun kesemua 

data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif dengan model analisis 

deskriptif eksplanatoris dengan memperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan 

pemilu atau pilkada sistem elektronik atau e-voting. E-voting pada dasarnya 

memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan, namun sepatutnya setiap 

alternatif (sistem e-voting) tentunya tidak bisa dikatakan sebagai panacea yang 

                                                           
11

iMuhammadk Auliak Y hGuziah, ”j"Menimbangj KembaligWacana iPilkada gElektronik dii 

TengahhPandemijCovid-i19,” (Jakarta; ThegIndonesian iInstitute jlCenterhForhPublich PolicyhResearch, 
2020).hlm .23. 
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mujarab untuk menyelasaikan dan menutupi setiap sisi ketidak sempurnaan sistem 

pemilu itu senderi. Meski begitu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi 

daring dan peliknya situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, penyelenggaraan 

pilkada dengan sistem e-voting setidaknya dapat menjadi solusi alternatif yang 

patut dipertimbangkan. Terutama dengan sistem yang didasarkan pada teknologi 

blockchain. Khusus dalam konteks Indonesia sendiri, penyelenggaraan pilkada 

secara e-voting dengan teknologi apapun, konstitusionalitasnya dapat dipastikan 

diperkenankan dan penerapannya tidak dapat disebut bertentangan dengan UUD 

45, selama penerapaannya tidak melanggar asas pemilu “luber jurdil” dan secara 

kumulatif telah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, 

perangkat, lunak serta kesiapan masyarakatnya di daerah.  

Keenam, penelitian yang berjudul “Pilkada Serentak 2020 di Tengah 

Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang 

Efektif Berbasis Multikultur?,”12 yang ditulis oleh Djoharis Lubis di tahun 2020. 

Dalam penelitian ini hendak memberikan kriteria pemimpin yang dibutuhkan saat 

Pilkada Serentak tahun 2020, yaitu diperlukan kepemimpinan berbasis 

multikultural untuk mengelola dan mengatur masyarakat yang pluralis agar tidak 

terjadi konflik kepentingan, konflik agama, konflik ras dan suku dengan 

mengedepankan rasa Persatuan dan Kesatuan dan Kebinekaan Tunggal Ika 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, karena menurutnya pemimpin berbasis 

Multikultural adalah Pemimpin yang dapat menjadi cultural ambasador, 

                                                           
12

iDjoharisi Lubis,i“Pilkadai Serentak 2020g di jTengah jGelombangj Pandemii Covid-19i: 
Apakahi Menghasilkani iKepemimpinan iyang iEfektif iBerbasis iMultikultur?,” iJurnal, iKajian 

Lemhanas iRI, iEdisi i42 (Juni 2020), hlm. 3-21.  
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pemimpin berbasis multikultural diharapkan dapat menghilangkan 

Primordialisme, meningkatkan kualitas SDM rakyat yang dipimpinnya, 

menghilangkan ego sektoral, menghilangkan etno sentris dan mampu menjadi 

pemimpin yang efektif menghadapi perubahan.  

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah 

Pandemi Covid-19,”13 yang ditulis oleh Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan di 

tahun 2020. Penelitian ini mengkaji dalam ketentuan peraturan perundang-

perundang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. Dengan merujuk keadaan kurang baik akibat wabah 

pandemi Covid 19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan 

dan ditetapkan sebagai pilihan, namun yang menjadi kendala pilihan tersebut 

hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing, menjadi dilematik bahwa 

Undang-Undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara 

nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya 

penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat, sehingga dalam 

penelitan ini memberi saran penundaan Pilkada 2020 dengan mengeluarkan 

Perppu sebagai legalitas.  

Kedelapan, tesis yang berjudul “Enforcement of Law ini Elections on 

Against Campaigns Done Through Social Media,”14
 yang ditulis oleh Ahmad 

Hendra di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan preventif 

                                                           
13 Rezky Panji Perdana Mertua Hasi buan, “Urgensitas Perppu  iPilkada idi iKala  iWabah 

iPandemi Covid-i19,” iJurnal  iAdalah iBuletin iHukum i& iKeadilan, Volume i4, iNomor i1 (i2020), 
hlm. i121-i128. 

14 Ahmad Hendra, “Enforcement of Law ini Elections on Against Campaigns Done 
Through Social Media,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).  
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yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pilkada dalam kegiatan kampanye 

melalui media sosial. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, salah satu 

tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan 

kampanye. Salah satu cara kampanye yang sering digunakan dalam 

penyelenggaraan pilkada adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk 

menyampaikan visi dan misi program dari pasangan calon peserta. Teori yang 

digunakan adalah sistem hukum serta teori penegakan hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu 

dilakukan melalui pengawasan terhadap kampanye, mulai persiapan kampanye 

hingga pelaksanaan kampanye. Selain itu pula, sosialisasi, diskusi, serta imbauan 

dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada semua tahapan kampanye.  

  Kesembilan, tesis yang berjudul “Studi Perbandingan Pemilihan Kepala 

Daerah Menurut UU NO. 22 Tahun. 1999 dan No 32 Tahun 2004,”15 yang ditulis 

oleh Muharar Syukran di tahun 2015. Penelitian ini termasuk penelitian normatif 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, 

dan pendekatan historis, yaitu menelaah sistem pemilihan Kepala Daerah dalam 

Undang-Undang Nomor22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 

2004, kemudian dilakukan komparasi terhadap kedua Undang-Undang tersebut 

untuk menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemudian diuji 

kesesuaiannya dengan UUD 1945 serta falsafah negara yaitu pancasila. Hasil 

penelitin ini menunjukkan kelebihan dari sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh 

DPRD dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah DPRD memiliki posisi yang 

                                                           
15 Muharar Syukran, “Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU NO. 22 

Tahun. 1999 dan No 32 Tahun 2004,” Tesis,Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2015). 
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cukup kuat untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dan dapat meminta 

pertanggungjawaban Kepala Daerah, juga DPRD agar dapat maksimal menyerap 

aspirasi masyarakat. Sedangkan kelemahannya adalah pilihan DPRD sering tidak 

sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilnya. Adapun kelebihan dari sistem 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 adalah terbukanya pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai 

dengan kehendak mayoritas rakyat dan Kepala Daerah yang terpilih akan 

mendapatkan mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat, sedangkan 

kelemahannya adalah tidak terdapat sistem pertanggungjawaban yang jelas oleh 

Kepala Daerah yang  dapat memicu penyimpangan.  

Kesepuluh, tesis yang berjudul “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang 

Diikuti Oleh Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017,”16
 yang ditulis oleh 

Moh. Sofiyan Hadi di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

keberlangsungan pemilihan kota kosong yaitu dengan memilih calon tunggal 

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati. Faktor-faktor itulah yang harus dikaji 

karena suatu kelemahan yang terjadi maka prosesnya tidak hanya berhenti pada 

pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan sebagai sarana 

mengubah ataupun mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya sengketa hasil pemilih di Kabupaten Pati tidak memenuhi 

syarat pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 junto pasal 6 ayat (2) PMK 1/2017 sehingga 

ditolak di Mahkamah Konstitusi. Tim Advokasi Gerakan masyarakat Pati 

                                                           
16 Moh Sofiyan Hadi, “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Diikuti Oleh Calon 

Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017,” Tesis, Fakultas Hukum Univeristas Muria Kudus (2018).  
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(GERAM PATI) ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kadaluwarsa, 

perselisihannya sebanyak 341.913 suara atau 49, 02% sedangkan syaratnya 

seharusnya 0,5% karena penduduk Kabupaten Pati lebih 1.000.000 penduduk.  

Kesebelas, tesis yang berjudul “The Regulating of the Democracy Principle 

in Appointing Single Candidate Pairs for Regional Head,”17 yang ditulis oleh 

Rahmat Nur di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dalam 

kasus pasangan calon tunggal dan menguraikan pengaturan mekanisme 

pengangkatan calon tunggal Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan yuridis 

normatif dengan melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-

undangan terkait pengisian jabatan pemerintah daerah dan isu hukum yang 

berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 

tentang syarat konstitusional Pemilihan Kepala Daerah (pasangan calon tunggal), 

yang kemudian akan diinterpretasikan dengan menggunakan penafsiran historis.  

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian 

jabatan Kepala Daerah dalam kasus pasangan calon tunggal dapat menggunakan 

dua mekanisme, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan (Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 

100/PUU-XIII/2015) atau mekanisme pengangkatan, sepanjang pengangkatan 

dilakukan oleh pejabat yang pernah dipilih secara langsung. Selanjutnya 

pengaturan mekanisme pengangkatan calon tunggal Kepala Daerah di Indonesia 

dapat mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat yang 

                                                           
17 Rahmat Nur, “The Regulating of the Democracy Principle in Appointing Single 

Candidate Pairs for Regional Head,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
(2020).  
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menerapkan uncontested elections apabila setelah periode pencalonan berakhir 

tetap menghasilkan hanya satu calon, maka pasangan calon tersebut langsung 

dianggap sah sebagai pasangan calon terpilih dan dapat dilantik secara sah sebagai 

Kepala Daerah periode yang baru. 

Kedua belas, tesis yang berjudul “Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana 

Dalam Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19,”18
 yang 

ditulis oleh Rifaldi di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

apakah sanksi pidana tepat dalam kebijakan pendekatan kebijakan vaksinasi 

Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan penggunaan ancaman pidana kurang tepat dengan beberapa alasan, 

(1) tidak efektif karena tidak bisa diterapkan, (2) tidak efisien karena sanksi 

pidana banyak melibatkan sumber daya penegak hukum, (3) bertentangan dengan 

hak asasi manusia karena sifat sanksi pidana yang memberi penderitaan, (4) 

Negara lain berhasil dalam program vaksinasi mayoritas tidak menggunakan 

pendekatan sanksi pidana dan WHO tidak menyarankan upaya pemaksaan dalam 

kebijakan vaksin.  

Ketiga belas, tesis yang berjudul “Restorative Justice oleh Kepolisian dalam 

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media 

Sosial saat Pandemi Covid 19 di Indonesia,” 19
 yang ditulis oleh Marudut di 

                                                           
18 Rifaldi, “Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana Dalam Regulasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Pandemi Covid-19,” Tesis, Program Magister Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang (2022).  

19 Marudut, “Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana 
Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial saat Pandemi Covid 19 di Indonesia,” tesis, 
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022).  
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tahun 2022. Penelitian ini adalah apa yang menjadi ratio legis kepolisian 

menerapkan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penyebaran 

berita bohong melalui media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), hasil penelitian 

ditemukan ratio legis Kepolisian menerapkan Restorative Justice dalam 

penyelesaian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial karena 

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Keempat belas, disertasi yang berjudul “Legislasi dalam Perspektif 

Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan 

Peraturan Daerah di Jawa Timur”20
 yang ditulis oleh Anis Ibrahim di tahun 

2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legislasi Perda Jawa Timur 

apakah sudah mencerminkan nilai demokrasi, sehingga penting untuk dilakukan 

studi tentang: (1) interaksi politik dalam legislasi Perda di Jatim ditinjau dari 

perspektif demokrasi dan (2) menemukan konsep ideal legislasi Perda dalam 

Perspektif demokrasi. Untuk menjawab permasalahan dan menganalisis hipotesis, 

serta menemukan konsep ideal legislasi, studi ini dilakukan lewat penelitian sosio-

legal. Penjelajahan dimulai dengan menelaah hukum posistif terkait legislasi 

Perda di lokasi penelitian. Serangkaian teori sosial, seperti teori structural-

fungsional, teori bekerjanya hukum, teori demokrasi elit dan teori demokrasi 

partisipatif, teori pembentukan kebijakan dalam perspektif demokrasi, dan teori 

pembentukan hukum digunakan untuk menganalisis fokus studi ini. Berdasarkan 

                                                           
20 Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan 

Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur,” Disertasi, Program Doktor 
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008).  
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deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa 

interaksi politik dalam legislasi Perda di lokasi penelitian terjadi dalam suasana 

untuk memperoleh kesepahaman tentang kebutuhan daerah yang akan diatur 

melalui Perda. Juga dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam legislasi 

Perda tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis.  

Kelima belas,   disertasi yang berjudul “Individual Candidate Regulation in 

Indonesia‟s Local Election,”21
 yang ditulis oleh Adnan Purichta Ichsan di tahun 

2021. Penelitian ini bertujuan mengkaji, menemukan dan menjelaskan kelebihan 

dan kekurangan pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan 

Kepala Daerah di Indonesia guna mengkaji serta menemukan dan menjelaskan 

kondisi pelaksanaan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan 

Kepala Daerah di Indonesia; untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan 

konsep ideal pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan 

Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan tipe penelitian ini adalah 

penelitian sosio-yuridis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dasar hukum pengaturan calon perseorangan telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang dan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur 

                                                           
21 Adnan Purichta Ichsan, “Individual Candidate Regulation in Indonesia‟s Local 

Election,” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).  
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mengenai peran kelembagaan penyelenggara pilkada, persyaratan dan mekanisme 

pencalonan perseorangan. Meskipun substansi dari ketentuan pengaturan tersebut 

masih dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip equality dan prinsip 

keadilan.                                                                                                                                                                                                                                                         

 Atas dasar telaah pustaka tersebut, penelitian ini memiliki kedudukan 

tersendiri kendati beberapa dari penelitian terdahulu relevan dalam telaah pustaka 

bahwasanya distingsi secara metodelogis dalam tesis ini mengarah kepada 

penelitian hukum normatif-doktrinal disertai dengan pendekatan secara integratif. 

Pertama, pendekatan diskursus-konseptual yang digunakan untuk memberikan 

konseptualisasi antara studi hukum Islam dan Pilkada Covid-19, sehingga 

berimplikasi pada gagasan konsep hukum Indonesia secara transendental maupun 

sosial yang relevan dengan kemaslahatan bangsa. Hal tersebut berangkat dari 

prinsip, doktrin, dan perspektif berkembang pada hukum Islam. Kedua, 

pendekatan yuridis-normatif (statute approach) untuk mempelajari konsistensi 

dan kesesuaian antara undang-undang dengan UUD 1945 secara hierarkis, 

sehingga pendekatan dimaksud ditujukan untuk menelaah ratio legis atas norma 

hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) pendekatan kasus dilakukan 

dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, 

dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah pelaksanaan Pilkada di masa pandemi 

Covid-19. 

Sehingga apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam telaah 

pustaka tersebut, penelitian ini juga memiliki distingsi pada konteks fokus kajian 

yang mengarahkan kepada perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan Pemilihan 
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Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19, serta faktor apa yang mempengaruhi 

terbentuknya UU nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa 

pandemi Covid-19. Bahkan, signifikansi peneltian terdahulu dalam telaah pustaka 

tidak sedikitpun mengkaji tentang hukum islam. Maka penelitian ini menjadi 

penting untuk diteliti. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik dalam tesis ini berpijak secara refletif-tematis dalam judul 

penelitian; “Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.” 

Terhadap judul yang dimaksud, peneliti memberikan batasan kajian bahwasanya 

Pilkada di masa pandemi Covid-19 yang menuai pro dan kontra perlu memahami 

bagaimana pandangan-pandangan atau konsep penyelesaian suatu permasalahan 

hukum dari kacamata hukum Islam. Secara prinsip, hukum Islam merupakan 

intstrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan 

mendatangkan kemaslahatan, Sebagai disiplin keilmuan, hukum Islam dalam 

perkembangannya memiliki pembidangan yang siginifikan sebagaimana bidang 

hukum publik (mu‟amalah) seperti diskursus tentang hukum ketatanegaraan 

khususnya dalam bidang legislasi yang dirincikan pada bidang siyȃsah 

dustūriyyȃh, serta diskursus dalam metodologi hukum Islam itu sendiri seperti 

ushul  fiqh
22

  yang dirincikan ke dalam bidang studi maqāṣid al-syarī‟ah.  

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 bertujuan 

untuk menentukan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam politik negara 

demokrasi, namun pada pilkada tahun 2020 bangsa Indonesia dihadapkan dengan 

                                                           
22 xPalmawati xTahir xdan xDini xHandayani, xHukum xIslam x(xJakarta: xSinar Graifika, x2018), 

xhlm. 4.  
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dua pilihan antara menjaga stabilitas hak kesehatan masyarakatnya disamping 

harus tetap memenuhi amanat kontitusi. Sehingga tentang teori politik hukum 

Moh. Mahfud MD sangat penting untuk menjawab permasalahan ini, karena akan 

mengetahui kemana arah hukum itu berpijak, selain itu, dalam penilitian hukum 

(tesis) yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus perspektif pada hukum islam 

dengan sub fokus pada bidang teori maqāṣid al-syarī‟ah Al-Syatibi dan  Izuddin 

Ibn Abd as-Salam.  

1. Maqāṣid al-Syarī’ah (Al-Syatibi dan  Izuddin Ibn Abd as-Salam) 

Secara etimologi maqāṣid al-syarī‟ah merupakan istilah gabungan dua 

kata  maqāṣid dan al-syarī‟a. Kata maqāṣid adalah bentuk plural dari 

maqṣad, qashd, maqshid atau yang merupakan derivasi dari kata kerja  

qasada yaqsudu dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, 

tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.23 Makna-makna tersebut 

dapat dijumpai dalam penggunaan kata qashada dan derivasinya dalam al-

qur‟an. Ia bermakna mudah, lurus, sedang-sedang seperti dalam surat at-

Taubah ayat 42,24 pertengahan dan seimbang seperti kalimat dalam surat (al-

fathir) ayat 32,25 dan dengan makna lurus seperti kalimat dalam surat (al-

Nahl) ayat 9.26 

Secara terminologi, maqāṣid berarti makna-makna dan hikmah hikmah 

dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum 

                                                           
23 Ahnmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas : Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi 

Maqāṣid al-Syarī‟ah dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 
178.  

24  At-Taubah   (9) : (42) 
25   Al- Fathir  (48) : (32)  
26  An- Nahl (16) : (9) 
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maupun khusus guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari kata 

„makna‟ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. Sedangkan kata „hikmah‟ 

berarti sifat atau sifat syariat Islam yaitu mendapatkan maṣlaḥah. 

“Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat” dimaksudkan bahwa tuhan 

menginginkan dalam syariat-Nya. Kemudian arti dari “baik umum dan 

khusus” adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil 

syariah dan khusus berisi hukum-hukum.  

Sementara itu, al-syarī‟ah yang secara etimologis bermakna jalan 

menuju mata air, dalam terminologyi fiqh berarti hukum-hukum yang 

disyari‟atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-

Qur‟an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan 

atau ketatapan Nabi. Dalam definisi lebih singkat dan umum Al-Rasyuni 

menyatakan bahwa al-syarī‟ah bermakna sejumlah hukum „amaliyyah  yang 

dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah 

maupun legislasi hukumnya.27 

Pada dasarnya syari‟at mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa 

disebut sebagai tujuan utama dan tujuan ikutannya.28 Dapat diambil 

pemahaman bahwa semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan maslahah 

(jalb al-masalih) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari 

bahaya (daf‟'u al-mafasid / dar‟u al-mafasid), dengan kata lain merupakan 

tujuan hukum. Sedangkan makna dari “guna memastikan maslahat hamba-

Nya” adalah bahwa apa yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat 

                                                           
27 Ahmad al-Rasyuni, al-Fikr al-Maqshidi Qawa‟iduhu wa Fawa‟iduhu  (Rabath: Manthba 

al-Najah al-Jadidah al-Dar‟ al-Baydha, 1999), hlm. 10.  
28 Holilur Rohman, Maqasid Al-Syariah, (Malang; Setara Press, 2019), hlm.  4.  
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hamba-Nya di dunia dan akhirat. Lebih lanjut Al-Syatibi mengungkapkan 

dalam kitab al-muwāfaqāt. 

ا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِ العاجِلِ كَالَاجَلِ    29مَعًا اِ فَّ كَضْعَ الشَّارعِ اِنََّّ

 "sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya 

(mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara 

bersamaan." 

 

Sebelum menerangkan tentang maqāṣid al-syarī‟ah, Syatibi terlebih 

dahulu menjelaskan tentang ta'lil al-Syari'ah (illat disyariatkannya hukum). 

Ta'lil (adanya illat hukum) ini berlaku pada semua hukum secara 

terperinci.30 Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat luas, baik untuk kebaikan individu, 

kelompok masyarakat, atau dalam lingkup yang luas dalam rangka menata 

kehidupan sosial masyarakat pencapaian tingkatan-tingkatan kesempurnaan 

peradaban manusia.31 Sehingga dapat dipahami bahwa, maqāṣid al-syarī‟ah 

adalah tujuan-tujuan dishariatkanya hukum dalam islam, hal ini 

mengindikasikan bahwa maqāṣid al-syarī‟ah erat kaitannya dengan hikmah, 

„illat, tujuan, niat, serta kemaslahatan.32 Ulama ushul fiqh sepakat akan 

adanya maksud dan tujuan dibalik setiap ketentuan syariah. Bagaimanapun 

                                                           
29 iAl-Syatibi, ial-iMuwāfaqāt ifī iUṣūl al-syarī‟ah i(Beirut, Dar al-Ma‟rifat) iJilid iI, hlm. I4..  
30

 Moh iToriquddin, i“iTeori Maqohid iSyari‟ah iPerspektif iAl-Syatibi”, iJurnal iSyariah idan 

iHukum, iVolume i6 iNomor i1, iJuni i2014), hlm. i35. 
31

iZaini iRahman, iFiqh iNusantara iDan iSistem Hokum iNasional, iPerspektif  iKemaslahatan 

iBangsa, (iYogyakarta: iPustaka iPelajar, i2016), ihlm. i170.  
32 xAhmad XRaysuni, xNadhariyyatu xal-xMaqashidi „Inda xal-xImam xal-xSyatibi, x(xVirginia: 

xIIIT, x1995x), hlm. 67. 
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mereka berbeda dalam menguraikan maqāṣid al-syarī‟ah, semuanya menuju 

suatu muara yakni terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan.  

Substansi pokok dari maqāṣid al-syarī‟ah adalah maṣlaḥah secara 

bahasa berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Adapun secara 

terminologi yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan syara yang meliputi 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Setiap 

sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut, 

maka masuk kedalam kualifikasi sebagai suatu maṣlaḥah.
33  

Ditinjau dari sisi cakupannya, para ulama Ushul Fiqh membagi 

maṣlaḥah menjadi dua yakni:34 

a) Al-Maṣlaḥah Al-Ammah (kemaslahatan umum) yaitu kemaslahatan 

yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti halnya 

penjatuhan hukuman mati terhadap teroris merupakan salah satu 

contoh al- maṣlaḥah al-ammah ia menjadi 1 hukum baru yang 

berorientasi pada kemaslahatan umum. Sebab akibat dari perbuatan 

teroris dapat menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang, sehingga 

upaya pencegahan dengan menjatuhkan hukuman mati akan 

berdampak pada kepentingan orang banyak pula. 

b) Al-Maṣlaḥah Al-Khāṣṣah (kemaslahatan khusus), yaitu maṣlaḥah  

yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh, penetapan 

putusan fasakh oleh Hakim terhadap seorang istri dikarenakan 

                                                           
33

iAsmawi, iMaslahah, “iHukum xIslam xdan xHukum xNegara,” xJurnal xAhkam aXI, Nomor x2, 
(xJuli x2011). hlm. 142. 

34
xJasser xAuda, xMembumikan xHukum xIslam xMelalui xMaqashid xal-xSyariah (xBandung: 

xPT xMizan xPustaka, x2015), hlm. x36 
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suaminya telah dinyatakan hilang. Hal yang berkaitan dengan al- 

Maṣlaḥah Al-Khāṣṣah, namun hal ini pada dasarnya jarang terjadi. 

Dalam hal ini jumhur berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih 

umum didahulukan atas kemaslahatan dibawahnya. 

Kehujjahan suatu maṣlaḥah untuk dijadikan sebagai landasan hukum 

bergantung pada illat hukum yang bermuara pada kepentingan kemaslahatan 

manusia. Pada umumnya jumhur ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi 

ada atau tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, adapun maṣlaḥah seperti ini 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Maṣlaḥah Mu‟tabarah 

Yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Artinya, 

terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis 

kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan ini bersifat nyata serta dapat 

diukur dan dinalar. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti 

ini dapat dijadikan landasan hokum, contoh perbuatan membunuh 

diharamkan untuk melindungi nyawa manusia, meminum alkohol yang 

memabukkan dilarang untuk menjaga kesehatan akal fikiran, mencuri 

atau merampok diharamkan untuk melindungi hak milik orang, 

perbuatan zina dilarang untuk melindungi anak keturunan, Dan begitu 

seterusnya. 35
 

2. Maṣlaḥah Mulghāh  

                                                           
35 iZaini xRahman, xFiqh xNusantara xDan xSistem Hokum xNasional, xPerspektif  

xKemaslahatan xBangsa, hlm. 125. 
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Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan 

dengan ketentuan Nash. Bentuk maslahah yang kedua ini tidak dapat 

dijadikan hujjah atau landasan hukum, sebagai contoh kaffarat yang 

harus dibayar oleh orang kaya yang melakukan hubungan seksual di 

siang hari pada bulan ramadhan, dalam ketentuan nash sudah 

ditegaskan bahwa sebagai hukuman orang tersebut harus 

memerdekakan seorang budak, hal tersebut adalah logis jika misalkan 

kaffarat itu diganti dengan puasa dua bulan dengan pertimbangan 

kemaslahatan demi menjaga agar larangan agama tidak diabaikan, 

karena bagi orang kaya memerdekan budak adalah hal ringan 

sedangkan dengan berpuasa dua bulan orang tersebut bisa merasakan 

berat dan hina, akan tetapi dasar pertimbangan kemaslahatan semacam 

itu tidak dibenarkan atau dibatalkan oleh syara‟.  

3. Maṣlaḥah Mursalah 

Yaitu kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil yang 

memperbolehkan ataupun melarangnya.36 Namun demikian 

dimungkinkan adanya sifat-saifat maṣlaḥah dalam kategori ini yang 

bersesuaian atau bertentangan dengan sejumlah nash yang bersifat 

umum dan tidak terbatas.  

                                                           
36 xDahlan xTamrin, xFilsafat xHukum xIslam x(xMalang: xUIN-xMalang mPress. x2007), hlm. 

z131-z132. 
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Sementara al-Syatibi membagi maṣlaḥah pada tiga bagian penting 

yaitu ḍarūriyyah (primer), hājiyyah (sekunder) dan tahsīniyyah 

(pelengkap).37 

Pertama, kebutuhan ḍarūriyyah yaitu tingkat kebutuhan yang harus 

ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak 

terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia 

maupun di akhirat. Menurut al-syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam 

kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk 

memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap 

ayat hukum apabila diteliti akan di temukan alasan pembentukannya yang 

tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. 

Kedua, kebutuhan hājiyyah, disebut juga kebutuhan sekunder. Jika 

kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. 

Namun ia akan mengalami kesulitan, contoh perbuatan tidak berpuasa bagi 

musafir, hukuman diyat (denda) bagi seseorang yang membunuh secara 

tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang 

mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. 

Ketiga, kebutuhan tahsīniyyah, yaitu kebutuhan yang tidak 

mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan pelengkap seperti kepatutan menurut adat istiadat 

dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah dan uqubah. 

                                                           
37 iAl-Syatibi, ial-iMuwāfaqāt ifī iUṣūl al-syarī‟ah, hlm. 4.  
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Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

tahsīniyyah, contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran 

memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam 

peperangan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat 

itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam 

tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk 

melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi 

(maqāṣid al-syarī‟ah / maqāṣid al-Khāmsah) dimaksud adalah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

1. Perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-Dīn), memelihara agama 

merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan 

pedoman hidup manusia serta menjadi komponen yang menuntun 

sikap hidup seorang muslim. Karena itulah, hukum Islam wajib 

melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin 

kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.38 

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, artinya setiap pemeluk agama 

berhak atas agama dan mazhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa 

untuk meninggalkannya (keyakinan yang dianut) menuju agama atau 

mazhab tertentu.39 Syariat Islam (Al-Qur'an) menolak segala bentuk 

pemaksaan, karena seseorang yang memeluk Islam adalah mereka 

                                                           
38 xHarun xal-xRasyid, xFikih xKorupsi: xAnalisis xPolitik xUang xdi xIndonesia xdalam 

xPerspektif xMaqashid xal-xSyariah  x(xJakarta: xKencana, x2016), hlm. x72. 
39 xAhmad xal-xMursi xHusain xJauhar, xMaqashid xSyariah  x(xJakarta: xAmzah, x2013), hlm. 

x1. 
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yang diberi petunjuk oleh Allah, Allah sendirilah yang akan 

membukakan dan menerangi mata hatinya, sehingga orang tersebut 

akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Maka barangsiapa yang 

hatinya dibutakan, ditutup pendengaran dan penglihatannya oleh Allah 

maka tidak akan ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan 

terpaksa. 

2. Perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs). Yaitu memelihara atau 

melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua dari hukum Islam, titik 

untuk tujuan ini ialah Islam melarang penghilangan jiwa 

(pembunuhan) dan terhadap pelaku penghilang jiwa tersebut. Apabila 

seseorang melanggarnya maka diancam dengan hukuman qishas 

(pembalasan seimbang).40 Mengingat kembali pada tanggal sembilan 

Dzulhijjah tahun 10 Hijriah nabi Muhammad SAW. menuju ke Padang 

Arafah, di sana beliau berkhutbah yang inti isinya bahwa Islam adalah 

risalah langit yang terakhir, sejak 14 abad yang lalu telah 

mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif 

dan mendalam, dengan segala macam jaminan yang cukup untuk 

menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya diatas 

fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkukuh hak asasi 

manusia.41 Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam 

adalah hak hidup, maka tidak mengherankan bila jiwa manusia 

                                                           
40 xHarun xal-xRasyid, xFikih xKorupsi: xAnalisis xPolitik xUang xdi xIndonesia xdalam 

xPerspektif xMaqashid xal-xSyariah. x(xJakarta: xKencana, x2016), hlm. x72. 
41 xAhmad xal-Mursi xHusain xJauhar, xMaqashid xSyariah  x(xJakarta: xAmzah, x2013), hlm. 

x21. 
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sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak 

menghadapkannya pada sumber-sumber kerusakan dan kehancuran. 

3. Perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-„aql). Akal merupakan sumber 

hikmah (pengetahuan), hidayah, cahaya mata hati dan media 

kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah 

Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi khalifah 

di muka bumi, tak hanya itu, dengan akal pula manusia menjadi lebih 

sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.42  

4. Perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ an-nasl). Perlindungan Islam 

terhadap keturunannya itu dengan mensyariatkan pernikahan dan 

mengharamkan zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan adalah 

hukum-hukum yang secara khusus mengatur dan memelihara 

pemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. 

5. perlindungan terhadap harta benda (ḥifẓ al-māl). Manusia memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan harta, demikian eratnya hubungan 

tersebut menjadikan naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu 

dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Harta 

termaksud Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dari 

situlah harta kemudia termasuk lima asas yang wajib dilindungi.43 

Selain menggunakan teori maqāṣid al-syarī‟ah  Al-Syatibi, penulis 

juga menggunakan pemikiran dari Syekh Izuddin bin Abdussalam, 

                                                           
42 xAhmad Syahrus Sikti, Dinamika Hokum Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2019), hlm.. 59.  
43 Syamsul Anwar, Studi Hokum Islam Kontemporer, (Yogyakarta; UAD Press, 2020), hlm. 

57. 
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menurutnya setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan maslahat dan 

menghindari masfsadat (jalbu al-mashalih wa daf‟u al-mafasid). Oleh 

karenya setiap hukum baik dalam al-Quran maupun hadits jika berisi suatu 

perintah, maka secara otomatis akan mendantangkan maslahat, begitupun 

sebaliknya jika berupa larangan, maka mennghindarkan dari kerusakan dan 

mafsadat. Sifat-sifat ini dinilai tetap baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Menurut Syekh Izuddin bin Abdussalam, teori maqāṣid digolongkan kepada 

dua kata kunci, yaitu maslahah dan mufsadah. Adapun pembahasan 

maṣlaḥah, digolongkan kembali pada dua kata kunci yang utama yakni: 

ladzat (kenikmatan) dan afrakh (kesenangan) serta segala sesuatu yang 

menjadi wasilah keduanya.44
 

Adapun menurut Izuddin Abd Salam maṣlaḥah dibedakan menjadi 

dua: haqiqi dan majazi. Maṣlaḥah haqiqiyah terdiri dari ladzat dan afrakh, 

sedangkan yang majazi adalah setiap perantara yang mendatangkan 

keduanya. Izzudin tidak memberikan definisi teknis apa yang dimaksud 

dengan ladzat dan afrah, tetapi ia memberikan uraian tentang tingkatan 

keutamaan dan pembagian dari keduanya, baik ladzat maupun afrakh 

dibedakan menjadi duniawi dan ukhrawi yang masing-masing memiliki 

tingkatan keutamaan. Ladzat (kenikmatan) dan afrakh (kesenangan) duniawi 

dan yang menyebabkannya dapat diketahui dengan adat dan ditemukan 

melalui pertimbangan akal. Bagi orang yang berakal, sebelum datangnya 

syara sekalipun, dapat mengetahui bahwa mewujudkan kemaslahatan murni 

                                                           
44 Izuddin Ibn Abd as-Salam, Qawa‟id al-Ahkam Limashalih  al-Anam, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Imiyah, t.t.), hlm. 3 
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dan menolak kerusakan murni hal ini merupakan kebaikan dan terpuji. 

Demikian juga mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat dan menolak 

kerusakan yang lebih kuat, juga merupakan kebaikan dan terpuji. 

Kenikmatan duniawi yang dimaksud, tidak sekedar pada yang bersifat 

materi seperti makan, minum dan lainnya tetapi juga yang immaterial 

layaknya iman dan makrifat, bahkan yang kedua itulah yang memiliki 

keutamaan yang tinggi. Sedangkan kemaslahatan akhirat dan kerusakan 

akhirat hanya dapat diketahui lewat naql, yang ditelusuri dari dalil-dalil 

syara baik al-Qur`an, sunnah, qiyas mu`tabar dan istidlal yang sahih.45 

Selain pembagian maṣlaḥah seperti yang disebutkan diatas, Izuddin 

Abd Salam menerangkan mafsadat terdiri dari al-alaam (derita atau 

kesakitan) dan penyebabnya serta al-ghumum (kesedihan) dan penyebabnya, 

masing-masing terbagi kepada dunia dan akirat.46 

Kebanyakan maqasid yang terwujud baik yang tergolong “menarik 

kemaslahatan” maupun “menolak kemafsadatan” di dasarkan atas dzoniy al-

wuqu` bukan qat`i. Namun walau demikian, manusia tidak boleh 

mengabaikannya, ghalibnya keberhasilan setelah melakukan semua 

prosedur, sudah cukup dijadikan dasar untuk melakukan suatu 

perbuatan yang mengandung mashlahah dan menghindari perbuatan 

yang mengandung mafsadah. Sebagai contoh seseorang yang berdagang, 

tidak didasarkan pada adanya kepastian mendapatkan laba, tetapi karena 

                                                           
45 Amir Mu‟alim dan Yusdani, konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII 

Press, 2001), hlm. 13.  
46 Sutisna  &  Neneng  Hasanah  dkk, Panorama Maqashid Syari‟ah , (Bandung: CV. 

Media Sains Indonesia, 2020). hlm. 71.  
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adanya dugaan kuat akan menghasilkan laba. Demikian juga orang 

yang salat puasa atau haji, semua itu didasarkan atas dugaan kuat akan 

mendatangkan kemaslahatan bukan kepastian atau imbalan tertentu. 

Pandangan Izuddin Abd Salam tersebut, cukup memberikan gambaran 

adanya pengaruh dari teologi Sunni dan pandangan tasawuf.47 

Sebenarnya semua maslahat itu sama keadaannya, hanya saja Allah 

mewajibkan sebuah maslahat dari yang lainnya dengan maksud untuk 

menghasilkan salah satu di antara dua maslahat yang diwajibkan, sehingga 

pahala bagi yang diwajibkan lebih sempurna dibanding yang tidak 

diwajibkan. Sebagai contoh, pada dasarnya bersedekah dengan uang dirham 

sebanding dengan dirham yang dikeluarkan dari zakat, namun Allah tetap 

mewajibkan zakat diluar sedekah tadi, karena jika Allah tidak 

mewajibkannya, maka akan berdiamlah orang-orang kaya untuk 

mengeluarkan zakatnya untuk para fakir miskin yang menyebabkan mereka 

akan binasa. Apabila mereka telah melakukan kewajiban tersebut maka 

Allah akan berikan pula pahala yang lebih besar kepadanya sebagai 

dorongan untuk untuk gemar dilakukan oleh manusia.48 

Berpijak pada konsep maṣlaḥah dan mafsadah dan tingkatan-

tingkatannya, Izzudin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori 

yang didasarkan pada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya: a) 

sesuatu yang disyariatkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan 

                                                           
47 Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqhasyid al-Syari‟ah  Sebagai  Dasar  Penetapan 

dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut  Izuddin  bin Abd al-Salam “, Jurnal Takzir, 

(2014), hlm. 177.  
48 Sutisna  &  Neneng  Hasanah  dkk, Panorama Maqashid Syari‟ah , (Bandung: CV. 

Media Sains Indonesia, 2020). hlm. 75. 
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menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik 

kemaslahatan, menolak kerusakan dan bersifat ta`abudi, serta yang jelas 

bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang 

karenanya bersifat ma`qulah al-ma`na, b) pembagian amal menjadi wajib 

sunnah dan ibahah, haram dan makruh dan yang fardu dibedakan menjadi 

fardlu „ain dan fardlu kifayah, c) pembedaan dosa ke dalam dosa besar dan 

dosa kecil, dan d) perbedaan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat 

dan antara dunia dan akhirat.49 

Kebanyakan maslahat dan masfsadat baik akhirat maupun dunia, dapat 

dijangkau akal, karena mudah diketahui oleh setiap orang berakal sebelum 

adanya syari‟at. Setiap yang berakal akan faham  jika mendatangkan 

maslahat yang bersifat absolut dan menjauhi kerusakan absolut dari setiap 

manusia adalah perbuatan terpuji. Mendahulukan suatu maslahat yang lebih 

unggul (tarjih) dibanding yang maslahat lainnya, merupakan hal bagus dan 

terpuji. Sehingga jika terjadi perbedaan (ihktilaf) diantara para hakim dalam 

hal maslahat dan mafsadat. Lebih kepada perbedaan dalam kesetaraan 

(tasaawi) dan keunggulan (rajihan). Artinya apabila dalam sebuah syari‟at 

berkumpul beberapa maslahat akhirat, harus dikumpulkan jika mungkin 

dapat dihasilkan semuanya. Namun jika tidak mungkin dan semuanya setara 

tingkatannya, pilih yang lebih dahulu. Dan jika tidak setara, tentunya harus 

mendahulukan yang lebih utama meski harus menyisihkan maslahat lainnya. 

                                                           
49 Izuddin Ibn Abd as-Salam, Qawa‟id al-Ahkam Limashalih  al-Anam, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Imiyah, t.t.) , hlm. 18. 
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Sedangkan jika berkumpul maslahat mubah terkait dunia, tidak perlu 

melakukan tarjih karena semuanya setara (tasaawi). 50 

Adapun juga pemikiran beliau apabila suatu syari‟at berkumpul 

beragam mafsadat, wajib dihindari seluruhnya kalau dimungkinkan. Jika 

tidak dimungkinkan atau mengalami kesulitan menolak  dan tingkatannya 

setara pilih sesuai keinginan. Namun jika tingkatannya tidak sama, hindari 

yang lebih besar kerusakannya, meski harus melakukan mafsadat lainnya.51  

Jika dalam suatu hal terkumpul maslahah dan mafsadat, maka 

penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan, jika dimungkinkan 

merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan maslahah dan menolak 

kerusakan) maka harus dilakukan. Jika terjadi kesulitan menolak semuanya 

dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka yang harus dihindari 

adalah mafsadat. Hal tersebut secara umum sama dengan kandungan kaidah 

  52.(درءِانًفاسدِيقدوِعهىِجهبِانًصانح)

Ada tiga tingkatan untuk mengetahui maṣlaḥah dan mafsadat. Pertama 

kemaslahatan dan kemafsadatan yang diketahui oleh orang pintar dan orang 

bodoh. Kedua, kemaslahatan dan kemaafsadatan yang diketahui yang 

diketahui oleh orang-orang pintar saja. Ketiga, kemaslahatan dan 

kemafsadatan yang khusus diketahui oleh para wali saja, karena Allah 

memberi jaminan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan 

Allah akan dia tunjukkan jalannya.53  

                                                           
50 Sutisna  &  Neneng  Hasanah  dkk, Panorama Maqashid Syari‟ah,  hlm. 77. 
51 Izuddin Ibn Abd as-Salam, Qawa‟id al-Ahkam Limashalih  al-Anam,hlm. 79.  
52 Ibid.,79 
53 Sutisna  &  Neneng  Hasanah  dkk, Panorama Maqashid Syari‟ah,  hlm. 79.  
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Jadi dapat dipahami bahwa ijtima‟ al-mashalih ada beberapa point 

yaitu: (memenuhi semuanya, mendahulukan yang lebih aslah, memilih salah 

satunya), adapun juga ijtima‟ al-mafasid yaitu :(meninggalkan semuanya, 

mendahulukan untuk meninggalkan yang terburuk kemudian lebih buruk, 

memilih salah satunya), serta ijtima‟ mashalih ma‟a mafasid yaitu 

(merealisaikan semua maqasyid, mendahulukan menolak kerusakan yang 

lebih besar dari kemaslahatan, mendahulukan maslahah yang lebih besar 

dari kerusakan, ta‟arudl antara kemaslahatan dan kerusakan).54 

2. Politik Hukum (Moh. Mahfud MD) 

Dalam sebuah negara antara politik dan hukum memiliki keterkaitan 

sehingga sering diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Pengibaratan tersebut 

mempunyai makna bahwa antara politik dengan hukum menjadi 

pembahasan utama ketika berbicara tentang struktur negara maupun 

penyelenggaraan negara. Kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan 

yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan 

menggunakan hukum sesuai dengan tahapan perkembangan yang dihadapi 

oleh masyarakat dan negara. 

Politik hukum memiliki berbagai definisi yang diungkapkan oleh para 

ahli. Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu 

                                                           
54 Johari, “Konsep Maslahah Izuddin bin Abdi Salam Telaah Kitab Qawa‟id al-Ahkam 

Limashalih al-Anam,” Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman, Volume, 8, Nomor 1 
(2013), hlm. 81.  
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pernyataan kehendak penguasa negara terkait hukum yang berlaku di 

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.55 

Sedangkan Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah 

kebijakan dasar yang menentukan terkait bentuk, arah maupun isi hukum 

yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk 

menghukumkan sesuatu, dengan demikian politik hukum menurut Padmo 

Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (ius 

contituendum).
56  

Adapun Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai suatu 

aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 

tujuan sosial dengan hukum tertentu yang cakupannya meliputi jawaban atas 

beberapa pertanyaan mendasar diantaranya: pertama, tujuan apa yang 

hendak dicapai melalui sistem yang ada. Kedua, cara-cara apa dan mana 

yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. 

Ketiga, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu 

dirubah. Keempat, dan dapatkah suatu pola yang baku dan mapan 

dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan 

serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.57 

Menurut Joannes Henricus Paulus Bellefroid seorang ahli hukum 

Belgisch mengartikan politik hukum adalah menyelidiki tuntutan-tuntutan 

sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi ius Constituendum 

                                                           
55 Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan 

Nasiona, (Majalah Prisma, no. 6, tahun II, Desember 1973), hlm. 42.  
56 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), hlm. 160.  
57 Sajtipto Raharjo. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.  
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ditunjuk oleh politik hukum supaya constitutum disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut William Zevenbergen politik 

hukum adalah mempersoalkan hal-hal mana dan dengan cara bagaimana 

hukum itu harus diatur.58 

Kemudian Mahfud secara terperinci menjelaskan bagaimana politik 

hukum yang berlaku di Indonesia, ia mengartikan politik hukum yakni 

merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus 

pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan 

yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang 

tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Disamping itu, politik hukum 

merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat 

menunjukkan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.59 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli dengan artian 

yang relatif serupa, penulis berkenan menggunakan teori politik hukum 

Moh. Mahfud MD dalam menggunakan teori politik hukum. 

Dalam mengartikulasikan politik hukum, Mahfud awalnya 

membangun hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan 

karakter produk hukum tertentu pula. Dalam penelitiannya, Mahfud 

menguraikan variabel bebas (konfigurasi politik) dan variable terpengaruh 

(karakter produk hukum) yang dibagi dalam dua ujung yang dikotomis. 

Variable konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi demokratis dan 

konfigurasi otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas 

                                                           
58 Abdul Latif Hasbi, Politik Hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.  
59 Moh Mahfud  MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 

hlm.,  17. 
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produk hukum dengan karakter responsif atau otonom dan produk hukum 

yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Dengan pemecahan 

kedua variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis, dalam 

penelitiannya dinyatakan secara lebih rinci bahwa; konfigurasi politik yang 

demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau 

otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan 

produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas. 

Berdasarkan indikator-indikator itu, maka Mahfud dalam teorinya 

lebih lanjut menjalaskan sebagaimana berikut:60 

1. Konfigurasi Politik 

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi 

kekuatan politik yang secara dikotomis sebagai atas dua konsep yang 

bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan 

konfigurasi politik otoriter. Pengertian konseptual dan indikator-

indikator variabel bebas ini diklasifikasikan menjadi:  

a) Konfigurasi Politik Demokratis  

Merupakan susunan sistem politik yang membuka 

kesempatan ataupun peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh 

untuk dapat ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. 

Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

                                                           
60 Ibid., 30.  
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terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem 

demokrasi atau konfigurasinya merupakan konfigurasi demokrasi 

terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi 

penting relatif otonom. Kemudian apabila dilihat dari hubungan 

antara pemerintah dan wakil rakyatma di dalam konfigurasi 

politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui 

wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. 

b) Konfigurasi Politik Otoriter  

Merupakan susunan sistem politik yang lebih 

memungkinkan untuk suatu negara berperan sangat aktif serta 

mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan 

negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan 

yang memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, 

dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara 

dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal serta 

dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan 

konsentrasi kekuasaan. 

Secara spesifik, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi 

politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang digunakan dalam 

studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai 

politik dan badan perwakilan, partai politik dan lembaga perwakilan 

rakyat aktif  berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. 

Kehidupan pers realatif bebas. 
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2 Karakter Produk Hukum 

a) Produk hukum responsif/ populistik 

Merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa 

keadilan serta memenuhi harapan masyarakat, dalam proses 

pembuatan produk hukum responsif akan memberikan peranan 

besar dan partisipasi yang penuh terhadap kelompok-kelompok 

sosial atau individu di dalam masyarakat. Sehingga nanti 

hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok 

sosial atau individu di tengah-tengah masyarakat. 

b) Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis 

Produk hukum konservatif terkait muatan isinya lebih 

mencerminkan visi sosial elit politik, kemudian lebih cenderung 

terhadap keinginan pemerintah serta bersifat positif 

instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan 

program negara. Hal ini sangat berlawanan dengan hukum 

responsif. Hukum konservatif ini cenderung lebih tertutup 

terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu 

di dalam masyarakat. Kemudian dalam pembuatannya, peranan 

dan partisipasi masyarakat relatif tidak menjamah.61 

Dilihat dari fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif 

bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang secara umum 

sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. 

                                                           
61 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, .hlm.,  32. 
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Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan 

kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks 

bersifat positivis-instrumentalis. Pemegang kekuasaan  atau memuat 

materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan 

kepentingan program pemerintah.  

Jadi kesimpulan dalam teori politik hukum Mahfud ini adalah jika 

ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama 

yang harus dipenuhi lebih dahulu adalah demokratisasi  dalam kehidupan 

politik. Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah 

membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut 

ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. 

Meskipun begitu ada dua hal harus diperhatikan untuk selalu 

mengaktualisasikan sistem demokratis itu: 

Pertama, sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui 

amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat 

untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab seperti 

dikemukakan di atas, sistem dan semangat penyelenggara negara itu sama 

pentingnya. Kedua, sebagai produk kesepakatan (resultante) yang lahir dari 

keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan 

untuk diubah dengan resultante baru. UUD merupakan hasil amandemen 

yang harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan 

resultante baru jika keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu. 

Meskipun begitu bukan berararti UUD dapat diubah dengan resultante baru 
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tanpa alasan dan prosedur yang ketat. Meskipun dapat diubah melalui 

resultante baru sesuai dengan tuntutan waktu, tempat dan poleksosbud 

(politik sosial dan budaya) UUD itu dirancang dengan muatan isi dan 

prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan 

dengan alasan-alasan yang sangat penting.62  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan 

data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.63 

Berdasarkan hal ini sangat menentukan kualiatas hasil penelitian, yang mana 

seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan 

penelitian tercapai maksimal. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa 

teknik atau metode penelitian yang meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian 

hukum normatif juga disebut dengan penelitian pustaka (library research),
64 

karena peneliti ini mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang 

terkait dengan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 

perspektif hukum Islam. Supaya dapat diperoleh data-data yang jelas 

sehingga dapat membantu dalam kajian ini. Adapun jenis penelitian ini 

disajikan dengan cara baru, yakni dengan berpijak pada berbagai literatur-

                                                           
62 Ibid., hlm. 380.  
63

xSuharsimi xArikunto, xProsedur xPenelitian xSuatu xPendekatan xPraktek x(xJakarta: xRineka 
xCipta, x2002), xhlm. x126. 

64 xSoerjono xSoekanto, xPengantar xPenelitian xHukum, Cet III (xJakarta: xUI xPress, x2007), 
hlm. x12. 
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literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah di 

masa pandemi Covid-19 perspektif Hukum Islam.  

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu upaya membuat 

deskripsi secara sistematik, faktual dan akurat terhadap bebrapa fakta, sifat, 

dan fenomena yang menjadi fokus objek penelitian.65 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan sumber data pustaka melalui peraturan perundang-

undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah serta website yang valid 

berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 

perspektif hukum Islam, menggunakan telaah teori maqāṣid al-syarīah 

politik hukum yang kemudian disusun dan dianalisis.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian digunakan secara integratif. Pertama, 

pendekatan diskursus-konseptual yang digunakan untuk memberikan 

konsptualisasi antara studi hukum Islam dan Pilkada Covid-19. Sehingga, 

berimplikasi pada gagasan konsep hukum Indonesia secara transendental 

maupun sosial yang relevan dengan kemaslahatan bangsa. Hal tersebut 

berangkat dari prinsip, doktrin, dan perpektif berkembang pada hukum 

Islam.66. Kedua, pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai 

                                                           
65 xMoh. xNazir, xMetode xPenelitian x(xBogor: xGhalia xIndonesia, x2014), xhlm. x63. 
66 xPeter xMahmud xMarzuki, xPenelitian xHukum x(xJakarta: Kencana, 2017), xhlm. 177-178.  
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bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.67  Fokus dalam penelitian 

ini adalah mengkaji pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 

perspektif hukum Islam. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) 

pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait 

dengan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah 

pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu sumber 

data primer, sekuder dan sumber data tersier. 

a. Data primer dalam penelitian ini menggunakan: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus 

Disesase 2019. 

                                                           
67 xAni xPurwati, xMetode xPenelitian xHukum xTeori xdan xPraktek, x(Surabaya: xCV. xJakad 

xMedia xPublishing, x2020), xhlm. x87. 
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4) Buku-buku dan kitab mengenai siyȃsah dusturiyyah 

5) Buku-buku dan kitab tentang maqāṣid al-syarī‟ah.  

b. Data sekunder mengambil beberapa sumber yang ada relasinya dengan 

data primer, seperti: 

1) Dokumen literatur yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala 

Daerah. 

2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang 

khususnya berhubungan dengan Pemelihan Kepala Daerah. 

c. Data tersiser seperti kamus dan ensiklopedia.  

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari 

bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi,68 karena 

dalam penelitian ini  termasuk jenis penelitian pustaka atau library research, 

teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan 

menalaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya.  

6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan 

sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan hukum. 

69Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum 

positif tertulis Merumuskan pengertian-pengertian hukum Pembentukan standard-

standar hukum Perumuskan kaidah-kaidah hukum, data tersebut juga dianalisis 

                                                           
68 xPeter xMahmud xMarzuki, xPenelitian xHukum, xhlm. 237 
69 xAmiruddin xdan xZainal xAsikin, xPengantar xMetode xPenelitian xHukum, xhlm.  174. 
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dengan menggunakan analisis isi (content analisis), untuk menemukan pandangan 

hukum Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19.  

G.  Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan merupakan detesis tentang alur penulisan tesis 

yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-

bagian tesis.70 Agar lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, 

penelitian ini dibagi dalam lima bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian 

teori, bagian isi, bagian analisis dan bagian penutup.  

Bab pertama, bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta 

penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti. Selain itu, bab 

pendahuluan ini sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian. 

Bab kedua, konsep umum tentang hak asasi manusia di dalam siyȃsah 

dustūriyyȃh dan ambivalensi hak atas kesehatan dan hak politik dalam Pilkada di 

masa pandemi Covid-19. Pembahasan di dalam Bab II ini adalah  hak asasi 

manusia di dalam siyȃsah dustūriyyȃh dengan sub pembahasan  tentang konsep 

pembuatan perundang-undangan di dalam siyȃsah dustūriyyȃh, kekuasaan 

legislatif dalam sistem ketatanegaraan Islam serta wewenang tugas al-Shulthah al-

Tashri’iyah. Membahas juga perihal hak asasi manusia dalam Islam maka, serta 

juga membahas perihal ambivalensi hak atas kesehatan dan hak politik dalam 

                                                           
70 xRiyanta, xdkk., xPedoman xPenulisan xTesis x(Yogyakarta: xMagister xIlmu xSyariah xFSH 

xUIN xSunan xKalijaga, x2019), xhlm. x4. 
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Pilkada di masa pandemi Covid-19, dalam bab ini adalah konstruksi-konsep 

umum yang berhubungan dengan variabel judul. .  

Bab ketiga, membahas tentang dinamika perturan pemilihan Kepala Daerah, 

sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta diskursus hukum pemilihan 

Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. 

Bab keempat, membahas tentang analisis detesis argumentasi dan kritik 

yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Terdiri dari  analisis politik hukum 

pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 serta tinjauan hukum Islam 

terhadap kebijakan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. 

Bab kelima penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan yang memuat 

jawaban singkat dari rumusan masalah, antara rumusan masalah dan kesimpulan 

harus selaras. Sedangkan saran ialah kritik, masukan, usul maupun rekomendasi 

yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Atas dasar analisis politik hukum dan hukum Islam terhadap pemilihan 

kepala daerah di masa pandemi Covid-19, maka mengarahkan kepada jawaban 

terhadap permasalahan akademik fokus tesis ini secara signifikan.  

Pertama, Berdasarkan analisis politik hukum pemilihan kepala daerah di 

masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan: 

1. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 adalah 

faktor politik, sebagaimana muatan dalam Pasal 201A yang menyatakan 

bahwa keputusan dilaksanakannya Pilkada ini merupakan kebijakan hukum 

terbuka (open legal policy), sehingga memungkinkan adanya penundaan 

Pilkada lanjutan apabila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda, hal ini 

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah dan DPR. 

2. Karakter produk hukum pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 

adalah konservatif, hal ini didasarkan atas pemerintah selaku pemegang 

kekuasaan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, banyak ahli kesehatan 

yang menyatakan bahaya peluang penularan Covid-19 dalam tiap tahapan 

Pilkada, sehingga sangat jelas jika kebijakan tersebut hanya untuk 

mewujudkan kehendak dan kepentingan elite politik.  

Kedua, berdasarkan analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemilihan 

kepala daerah di masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan: 
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1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 sangat 

kontradiktif dengan urgensi maṣlaḥah ḍarūriyyah, karena hal tersebut dapat 

mengancam jiwa, jaminan keselamatan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sendiri 

merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia 

bagi setiap manusia. Begitupun di dalam al-Qur‟an diatur tentang 

memelihara jiwa merupakan keharusan agama. 

2. Ijtima‟ al-mashalih wa al-mafasid dalam  pemilihan kepala daerah di masa 

pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa lebih mengandung mafsadat hal ini 

juga didukung oleh argumentasi dua ormas besar di Indonesia yaitu PBNU 

dan PP Muhammadiyah yang menilai Pilkada serentak 2020 membuka 

potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat. 

Karena itu perlu ditunda demi kemanusiaan, mengingat pandemi Covid-19 

di Indonesia telah mencapai tingkat darurat. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemilihan Kepala 

Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam, penulis menyadari 

bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan bagi peneliti sendiri dan menjadi 

refrensi yang baik.  

Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk mengedepankan 

aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, karena hal ini sangat penting 

untuk melahirkan kebijakan yang baik, mengadakan pemiliha Kepala Daerah di 

masa pandemi sangat mengandung resiko, jiwa menjadi ancamannya, juga perlu 
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ditingkatkan untuk menghasilkan undang-undang yang efektif, melindungi rakyat 

dan berjangka panjang. Serta dalam penegakan hukum haruslah diikuti dengan 

moralitas atau semangat untuk mewujudkannya sesuai dengan tujuan keadilan.  
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